SALINAN

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING INDONESIA
TAHUN 2021 -2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan strategi nasional
percepatan penurunan stunting , perlu menyusun
rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga
berisiko stunting yang ditetapkan oleh Kepala Badan
setelah dikoordinasikan dengan pimpinan
kementerian/lembaga terkait pengaturan sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 ayat (2 ) Peraturan Preside n Nomor
72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan
Stunting ;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud  dalam huruf a, untuk melaksanakan
ketentuan P asal 19 ayat (4) dan Pasal 26 Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan  Stunting perlu menetapkan Peraturan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan
Penurunan Angka  Stunting Indonesia Tahun 2021 -
2024 ;



Mengingat

1.

Undang -Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5080);

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA AKSI
NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING
INDONESIA TAHUN 2021 -2024.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan
perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan
infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau
tinggi badannya berada di bawah standar yang
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidan g kesehatan.

2. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan
untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya
Stunting .

3. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan
untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya
Stunting .

4. Percepatan Penur unan Stunting adalah setiap upaya
yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi
Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik,
integratif, dan berkualitas melalui kerja sama
multisektor di pusat, daerah, dan desa.

5. Penyelenggaraan Percepatan Penu runan Stunting
adalah kegiatan Percepatan Penurunan Stunting yang
mencakup Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif, dan
Intervensi Koordinatif yang dilaksanakan secara
konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui
kerja sama multisektor di pusa  t, daerah, dan desa.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang



10.

11.

12.

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut
dengan na ma lain dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka
Stunting Indonesia Tahun 2021 -2024 yang selanjutnya
disebut RAN -PASTI Tahun 2021 -2024 adalah rencana
aksi nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting Indonesia Tahun 20 21-2024 yang digunakan
sebagai acuan koordinasi , sinkronisasi, dan integrasi di
antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah
provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
pemerintah desa, dan p emangku kepentingan dalam
mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas,

dan produkitif.

Tim Percepatan Penurunan  Stunting yang selanjutnya
disingkat TPPS adalah  organisasi Percepatan
Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan,
menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan
Percepatan Penurunan  Stunting .

Pelaksana adalah bagian dari TPPS tingkat pusat
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
tentang Percepatan Penurunan Stunting .

Keluarga Berisiko Stunting adalah Keluarga yang
memiliki satu atau lebih faktor risiko Stunting yang
terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja
puteri/calon pengantin/lbu Hamil/ Anak usia0O (nol)-23
(dua puluh tiga) bulan/anak usia 2 4 (dua puluh
empat) -59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari
keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah , sanitasi
lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.

Pusat Pengendali Data adalah suatu fasilitas yang
digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan
komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan,
penyimpanan, dan pengolahan data Percepatan

Penurunan Stunting .



13.

14.

15.

16.

17.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati
perkemb angan pelaksanaan Percepatan Penurunan
Stunting , mengidentifikasi, serta mengantisipasi
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul
untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
antara target dan capaian p elaksanaan Percepatan
Penurunan Stunting .

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen
perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan
Penurunan Stunting secara periodi k oleh
penyelenggaran Percepatan Penurunan  Stunting .
Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan,
masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia
usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil,
perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan
mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan
Penurunan Stunting .

Badan Kependudukan d an Keluarga Berencana
Nasional yang selanjutnya disebut Badan adalah
lembaga pemerintah nonkementerian yang
melaksanakan tugas pemerintahan di  bidang
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga

berencana

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

a.

memberikan acuan bagi pemerintah pusat, Pemerintah
Daerah, dan Pemangku Kepentingan berupa langkah -
langkah konkret yang harus dilaksanakan secara
konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam
Percepatan Penurunan  Stunting ;

melakukan penguatan dalam upaya konvergensi
perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan
Stunting tingkat pusat, daerah, desa dan bersama

pemangku kepentingan yang berkesinambungan,;



c. melakukan penguatan peran Pelaksana dan sekretariat
pelaksanaan  tim dalam pelaksanaan Percepatan
Penurunan Stunting sesuai dengan tugas ;

d. melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis

yang dibutuhkan wuntuk Percepatan Penurunan

Stunting ;

e. melakukan penguatan dan pemaduan sistem
manajemen data dan informasi Percepatan Penur unan
Stunting ;

f. mengintegrasikan mekanisme Pemantauan, Evaluasi |,
dan Pelaporan Percepatan Penurunan Stunting ; dan
g. mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong

royong dalam Percepatan Penurunan  Stunting .

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:
a. rencana aksi nasional Percepatan Penurunan Stunting ;
b. mekanisme tata Kkerja pelaksanaan Percepatan
Penurunan Stunting ; dan

c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

BAB Il
RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING

Pasal 4
(1) Strategi Percepatan Penurunan Stunting dilakukan
melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi
nasional Percepatan Penurunan  Stunting .
(2) Kegiatan prioritas rencana aksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting ;
b. pendampingan keluarga berisiko Stunting ;
c. pendampingan semua calon pengantin/calon
pasangan usia subur ;
d. surveilans keluarga berisiko Stunting ;

e. audit kasus Stunting ;



f. perencanan dan penganggaran;

g. pengawasan dan pembinaan akuntabilitas
penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan
Stunting ;

h.  Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 5
Pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional
Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dikelompokan  melalui:
a. kluster data presisi;
b.  kluster operasional; dan

c.  kluster manajerial.

BAB Il
MEKANISME TATA KERJA PELAKSANAAN PERCEPA TAN
PENURUNAN STUNTING

Pasal 6
Mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan
Stunting  bertujuan untuk menjadi pedoman dalam
mengoordinasikan, menyinergikan, dan Penyelenggaraan
Percepatan Penurunan  Stunting secara efektif, konvergen,
dan terintegrasi antara  kementerian/lembaga, pemerintah
daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,

Pemerintah Desa , serta Pemangku Kepentingan

Pasal 7
Mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan
Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
a. mekanisme tata kerja Pelaksana dan sekretariat
pelaksana tingkat pusat; dan

b. mekanisme tata kerj a TPPS daerah.



(1)

(2)

(1)

)

Pasal 8
Mekanisme tata kerja Pelaksana dan sekretariat
pelaksana tingkat pusat  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf a meliputi:
a. tatakerja Pelaksana; dan
b. tata kerja sekretariat tim pelaksana Percepatan
Penurunan Stunting tingkat pusat.
Mekanisme tata kerja TPPS daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
a. tata kerja TPPS tingkat provinsi;
b. tatakerja TPPS tingkat kabupaten/kota; dan
c. tatakerja TPPS tingkat desa/kelurahan.

Pasal 9
Mekanisme tata kerja Pelaksana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disusun
berdasarkan agenda kerja tahunan melalui forum
koordinasi dan pendampingan Keluarga Berisiko
Stunting meliputi:
a. rapat koordinasi nasional Percepatan Penurunan

Stunting ;

b. rapat koordinasi TPPS tingkat pusat;
c. rapat koordinasi pelaksana  TPPStingkat pusat;
d. rapat koordinasi teknis; dan
e. tim pendampingan Kel uarga Berisiko Stunting .
Mekanisme tata kerja sekretariat tim pelaksana
Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
a. tata kerja Sekretariat Pelaksana; dan

b. tatakerja Sekretariat Wakil Ketua Pelaksana.



BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10
Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi , dan Pelaporan
Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan
oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota , dan Pemerintah Desa,

sesuai kewenangan dan peran masing  -masing.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun ata u sewaktu -waktu
apabila diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan
Pemangku Kepentingan.

(3) Ketua pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan
Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting
di ke menterian/lembaga , Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah

Desa.

Pasal 12
(1) Kepala Desa/ Lurah melaporkan Penyelenggaraan
Percepatan Penurunan Stunting tingkat
desa/kelurahan di wilayahnya kepada

Bupati/Walikota.

(2) Bupati/Walikota melaporkan Penyelenggaraan
Percepatan Penurunan Stunting tingkat
kabupaten/kota di wilayahnya kepada Gubernur.

(3) Gubernur melaporkan  Penyelenggaraan Percepatan
Penurunan  Stunting tingkat provinsi di wilayahnya
kepada Kementerian Dalam Negeri selaku wakil ketua
bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
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(4) Kementerian/lembaga melaporankan Penyelenggaraan
Percepatan Penurunan  Stunting kepada Kementeria n

Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 13
(1) Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara rutin paling lambat 15 (lima belas)

hari setelah pelaksanaan  periode pelaporan

Pasal 14
BKKBN selaku ketua pelaksana mengkoordinasikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai laporan
Penyelenggaraan Percepatan Penurunan  Stunting kepada

Wakil Presiden selaku ketua pengarah.

Pasal 15
(1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan
Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting
disampaikan  melalui sistem manajemen data dan

informasi  sebagai bahan pertimbangan dalam
menetapkan kebijakan, strategi intervensi,
perencanaan program, dan Kkegiatan/intervensi
Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting .

(2) Sistem manajemen data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh
Pusat Pengendali Data.

(3) Mekanisme kerja Pusat Pengendali Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi yang

membidangi data dan informasi.
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BAB V
PENDANAAN

Pasal 16
Sumber pendanaan Penyelenggaraan  Percepatan Penurunan
Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau
sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang -undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17
(1) Rincian RAN-PASTI Tahun 2021 -2024 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2) Rincian RAN -PASTI Tahun 2021 -2024 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terd iri atas:
a. pendahuluan;
b. pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan
Penurunan Stunting Tahun 2021 -2024;
c. mekanisme tata kerja Percepatan Penurunan
Stunting ;
d. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
e. kerangka regulasi dan pendanaan ;dan

f. penutup.

BAB VI |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di  Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HASTO WARDOYO

Diundangkan di  Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1398

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum;«Grganisasi, dan Tata Laksana

- A
o’~ 1
4
3
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN
PENURUNAN ANGKA STUNTING
INDONESIA TAHUN 2021 -2024

RINCIAN RAN PASTI TAHUN 2021 -2024

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Agenda pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan
pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu manusia Indonesia yang
memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya,
religius dan menjunjung tinggi nilai -nilai etika. Sehingga penting kiranya
mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penyiapan sumber daya
manusia berkualitas untuk mencapai Visi Indonesia 2045 serta
mengejar kete rtinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya

saing yang kuat di tengah masyarakat internasional.

Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia,
permasalahan Stunting yang merupakan salah satu bagian dari double
burden malnutrition (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan
baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek,
Stunting terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan
menyebabkan tingk at kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti
bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih
rendah dan akhirnya menurunkan produktifitas dan menghambat

pertumbuhan ekonomi.
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Gambar 1.
Trend dan Target Penurunan  Stunting
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Prevalensi Stunting dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif, meningkat

pada periode 2007 -2013, kemudian menurun pada periode 2014 -2016,
dan mengalami kenaikan kembali pada periode 2017 -2018, kemudian
dalam laporan SS GBI pada tahun 2019 kembali menurun pada angka

27,7 % (Kementerian Kesehatan, 2020). Namun demikian disparitas

yang lebar antar provinsi serta rata -rata penurunan yang relatif lambat
merupakan tantangan dalam kerangka perecepatan penurunan Stunting
menjad i 14 % pada tahun 2024. Pada tahun 2019, terdapat 13 (tiga

bel as) provi nsi yang masuk dalam kategor.

(tujuh belas) provinsi kategori tinggi (20 -<30%) dan 4 (empat) provinsi
kategori medium (10 -<20%) (Gambar 1).

Gambar 2.
Prevalen si Stunting menurut Provinsi, 2019
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Laporan TNP2K pada tahun 2017 menyebutkan bahwa ada empat faktor

yang mempengaruhi terjadinya Stunting : 1) Praktek pengasuhan yang
dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang kesehatan
gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta sesudah melahirkan; 2)
Pelayanan ANC 6Antenatal Care dan Post-Natal Care yang kurang
berkualitas; 3) Akses ke makanan bergizi yang masih kurang, karena
harga makanan bergizi yang relatif mahal; 4) dan kur angnya akses ke air
bersih dan sanitasi yang dapat mempengaruhi terjadinya infeksi

berulang yang berdampak pada perkembangan anak.

Melihat faktor -faktor penentu yang mempengaruhi terjadinya Stunting ,
maka penanganan permasalahan Stunting harus dilakukan s ecara
paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan
mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko
melahirkan bayi beresiko  Stunting . Pendampingan ini fokus dilakukan
mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan
dan pada masa pascapersalinan, serta terus didampingi hingga anak
berusia 5 tahun. Pendampingan pada masa -masa tersebut merupakan
upaya agar segenap intervensi sensitif maupun intervensi spesifik yang
diberikan dapat dipastikan sampai kepada penerima manfaat dan
mempunyai dampak nyata dengan menurunnya angka prevalensi
Stunting 14% pada tahun 2024 sesuai dengan target yang telah
ditetapkan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun

2021 tentang percepatan penurunan Stunting serta m emenuhi Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/  Sustainable Development Goals
(SDGs), khususnya pada tujuan kedua, target 2.2.1 Prevalensi Stunting
(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Di
samping itu upaya percepatan penurunan Stunting ini akan mempunyai
multiplier effect terhadap peningkatan kesehatan ibu dan bayi yang juga
merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan target 3.1
mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000
kelahiran hidup, serta 3.2 me  ngakhiri kematian bayi baru lahir dan

balita.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan  Stunting telah ditetapkan 5 pilar Strategi Nasional

Percepatan Penurunan Stunting , dan untuk  memperkuat
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pelaksanaannya mengamanatkan di  susunnya rencana aksi nasional,
mekanisme tata kerja serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang
akan menjadi panduan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah
provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten dan kota, Pemerintah Desa,
serta Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan
Stunting sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2020 -2024.

Tujuan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

1. Melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan
penganggaran percepatan penurunan Stunting tingkat pusat,
daerah, desa dan bersama pemangku kepentingan yang
berkesinambungan.

2. Melakukan penguatan dan pemaduan sistem manajemen data dan
informasi percepatan penurunan  Stunting .

3. Melakukan penguatan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan
program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting .

4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam
percepatan penurunan  Stunting .

5.  Mengintegrasikan me kanisme pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan percepatan penurunan Stunting .

6. Melakukan penguatan regulasi/kebijakan  strategis yang

dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting .
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BAB I
PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING TAHUN 2021 -2024

Target Antara Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

Tujuan yang ingin dicapai dalam percepatan penurunan Stunting adalah
mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif,

serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui
pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak
berusia di bawah 5 (lima) tahun yang harus dicapai sebe sar 14 % (empat
belas persen) pada tahun 2024.

Sasaran yang ingin dicapai dari upaya percepatan penurunan Stunting
di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021

tentang Percepatan Penurunan  Stunting tercantum pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Sasaran, Indikator dan Target Antara Percepatan Penurunan Stunting
SASARAN INDIKATOR SASARAN TAZ\E;ET
Tersedianya a. Persentase ibu hamil Kurang Energi 90
layanan Kronik (KEK) yang mendapatkan
Intervensi tambahan asupan gizi.
Spesifik. b. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi 80
Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90
tablet selama masa kehamilan
c. Persentase remaja putri yang 58
mengonsumsi Tablet Tambah Darah
(TTD).
d. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan 80
mendapat Air Susu Ibu  (ASI) eksklusif .
e. Persentase anak usia 6 -23 bulan yang 80

mendapat Makanan Pendamping Air
Susu lbu (MP -ASI).

f. Persentase anak berusia di bawah lima 90
tahun (balita) gizi buruk yang mendapat
pelayanan tata laksana gizi buruk.

g. Persentase anak berusia di bawah lima 90
tahun (balita) yang dipantau
pertumbuhan dan perkembangannya.

h. Persentase anak berusia di bawah lima 90
tahun (balita) gizi kurang yang mendapat
tambahan asupan gizi.
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SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET
2024

Persentase anak berusia di bawah lima
tahun  (balita) yang mem peroleh
imunisasi dasar lengkap.

90

Tersedianya
layanan
Intervensi
Sensitif

Persentase pelayanan
Berencana (KB) pascapersalinan.

Keluarga

70

Persentase  kehamilan yang tidak

diinginkan.

15,5

Cakupan calon Pasangan Usia Subur
(PUS) yang memperoleh pemeriksaan
kesehatan sebagai bagian dari pelayanan
nikah (persen) .

90

Persentase rumah tangga  yang
mendapatkan akses air minum layak di
kabupaten/kota lokasi prioritas.

100

Persentase rumah tangga  yang
mendapatkan akses sanitasi (air limbah
domestik) layak di kabupaten/kota
lokasi prioritas.

90

Cakupan Bantuan Jaminan Nasional.
Penerima Bantuan luran (PBI) Kesehatan
(juta) .

112,9

Cakupan keluarga berisiko ~ Stunting yang
memperoleh pendampingan (persen)

90

Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat
(juta) .

10,0

Persentase target sasaran yang memiliki
pemahaman yang baik tentang Stunting
di lokasi prioritas

70

Jumlah keluarga mis  kin dan rentan yang
menerima bantuan sosial pangan (juta)

15,6

Persentase desa/kelurahan stop Buang
Air Besar Sembarangan (BABS) atau
Open Defecation Free (ODF).

90

Target dan sasaran percepatan penurunan Stunting dicapai melalui

pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan
Penurunan Stunting sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perpres
Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting , dengan
sasaran dan target sebagai berikut:

1. Pilar 1 ;

kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah

Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di

daerah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa ;



2. Pilar
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Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting .

1). Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri
olen pimpinan tinggi di pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota;

2). Terselenggaranya koordinasi di kabupaten/kota;

3). Terselenggaranya rembuk Stunting tingkat kecamatan;

4). Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/wali  kota
tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan
Stunting ;

5). Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan;

6). Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting ;

7). Persentase pemerintah daerah provinsi yang
meningkatkan al okasi anggaran pendapatan dan belanja
daerah untuk percepatan penurunan Stunting ; dan

8). Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang
meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja
daerah untuk percepatan penurunan Stunting .

Meningkatkan kapasitas p  emerintah desa .

1). Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan

kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan

Stunting ;

2). Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
yang terlatih modul kesehatan dan gizi; dan

3). Persentase desalkelurahan yang kader pembangunan

manusianya mendapatkan pembinaan dari pemerintah

daerah kabupaten/kota.

2 ; Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan

pemberdayaan masyarakat

a.

Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku

yang berkelanjutan dengan  indikator:

1). Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting ;

2). Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar
Sembarangan (BABS);

3). Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS);
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4). Persentase anak berusia di bawah lima tahun (bal ita) yang
memperoleh imunisasi dasar lengkap.

Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi

perubahan perilaku untuk penurunan Stunting

1). Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga
pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan
pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting
bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

2). Persentase desal/kelurahan yang memiliki  guru
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan
stimulasi penanganan  Stunting sebagai hasil pendidikan
dan pelat ihan di kabupaten/kota;

3). Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik
Integratif (PAUD HI);

4). Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh
kembang di posyandu;

5). Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas
Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000
Hari Pertama Kehidupan (HPK);

6). Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Kelua rga (P2K2)
dengan modul kesehatan dan gizi;

7). Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja
dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan
edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.

Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam

komun ikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting .

1). Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku
dalam penurunan  Stunting lintas agama; dan

2). Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan
bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan

Stunting .
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Pilar 3 ; Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di
kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa ;

a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan
penganggaran, serta pelaksanaan kegia tan untuk
meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di
tingkat pusat dan daerah
1). Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang

mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan
penurunan  Stunting dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan
Anggaran Daerah);

2). Persentase ka bupaten/kota yang melaksanakan aksi
konvergensi percepatan penurunan Stunting ;

3). Persentase desal/kelurahan yang mengintegrasikan
program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting
dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
desa/kelurahan  (Rencana  Pembangunan Jangka
Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana
Kerja dan Anggaran Desa);

4). Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi
dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan
Intervensi Sensiti f dalam penurunan  Stunting ;

5). Persentase desal/kelurahan yang melakukan konvergensi
Percepatan Penurunan  Stunting ;

6). Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat (STBM);

7). Persentase calon pengantin calon ibu yang menerima
Tablet Tambah Darah (TTD);

8). Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang

menerima tambahan asupan gizi;
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12).

13).

14).

15).
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Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah
Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan menda pat Air
Susu Ibu (ASI) eksklusif;

Persentase anak usia 6 -23 bulan yang mendapat
Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP -ASI);
Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi
buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi
kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;

Persentase  kabupaten/kota yang  mengintervensi
keamanan pangan untuk mendukung percepatan
penurunan Stunting ; dan

Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi
sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam

percepatan penurunan  Stunting .

b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan

berkeluarga .

1),

2).

3).

4).

5).

6).

7).

4. Pilar 4 ;

Cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting ;
Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang
menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan
edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah;

Persentase remaja putri yang menerima layanan
pemeriksaan status anemia (hemoglobin);

Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko
Stunting ;

Persentase kabupaten/kot a dengan Age Specific Fertility
Rate/ASFR (15 -19) paling sedikit 18 per 1.000;
Persentase pelayanan keluarga berencana pasca
melahirkan; dan

Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana.

Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat

in dividu, keluarga, dan masyarakat ;

a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan

masyarakat termasuk dalam keadaan bencana



1).

2).

3).

4).

5).

6).
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Persentase keluarga berisiko  Stunting yang mendapatkan
manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan
asupan gizi;

Persentase keluarga berisiko  Stunting yang mendapatkan
promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri;
Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu
hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua
tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan
selain beras dan telur (karbohidrat, protein, hewani,
protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan
Pendamping Air Susu Ibu/MP  -ASlI);

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status
miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
yang menerima bantuan tunai bersyarat;

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status
miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
yang menerima bantuan pangan nontunai; dan
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan
orang tidak mampu yang menjad i Penerima Bantuan

luran (PBI) Jaminan Kesehatan;

b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan

1).

5. Pilar 5 ;

riset, dan

Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang

ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi,

inovasi ;

a. Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi

terpadu percepatan penurunan Stunting .

1).

2).

3).
4).

Persentase pemerintah daerah provinsi dan pemerintah
daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam
konvergensi percepatan penurunan Stunting ;
Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik
dalam konvergensi percepatan penurunan Stunting ;
Publikasi data Stunting tingkat kabupaten/kota;
Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi strategi

nasional percepatan penurunan Stunting ;
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5). Terselenggaranya pema ntauan dan evaluasi percepatan
penurunan Stunting di pemerintah daerah provinsi;

6). Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan
penurunan  Stunting di pemerintah daerah kabupaten/
kota;

7). Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan
penurunan Stunting di pemerintah desa; dan

8). Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun
(baduta) Stunting .

Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu

1). Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana
desa/kelurahan yang mendukung percepatan penurunan
Stunting secara terintegrasi;

2). Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk
percepatan penurunan  Stunting ;

3). Tersedianya data keluarga risiko Stunting  yang
termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga
(SIGA);

4). Tersedianya sistem skrining dan konseling calon
Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah; dan

5). Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan
sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan
intervensi gizi untuk penurunan Stunting .

Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan

pemanfaatan hasil riset dan inovasi

1). Persentase kabupaten/kota yang menerima
pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui
Tri Dharma perguruan tinggi.

Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan

1). Tersusunnya plattorm  berbagi pengetahuan untuk
percepatan penurunan  Stunting ;

2). Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam
percepatan penurunan  Stunting ;

3). Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang
dinilai berkinerja baik dalam percepatan penurunan

Stunting terintegrasi; dan
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4). Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah

untuk percepatan penurunan Stunting .

Mekanismen Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting .
Kerangka pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana AKksi
Nasional Percepatan Penurunan  Stunting setidaknya menggunakan tiga
pendekatan, dimana pendekatan tersebut berfungsi untuk menajamkan

seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan
oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa menuju pada
penerima manfaat dan berdampak pada penurunan Stunting secara
signifikan. Tiga pendekatan tersebut meliputi pendekatan intervens i gizi,
pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis

keluarga risiko ~ Stunting .

Gambar 3.
Pendekatan Penyusunan RAN
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1. Pendekatan Intervensi Gizi
Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang secara langsung
mempengaruhi pemenuhan gizi dan perkembangan janin dan anak
terutama sampai berusia kurang dari 23 bulan. Intervensi ini
bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan anak
serta penu runan faktor risiko infeksi. Sedangkan intervensi gizi
sensitive adalah intervensi yang secara tidak langsung
mempengaruhi  kejadian Stunting . Intervensi ini  mencakup
utamanya meningkatkan  kualitas  penyiapan  kehidupan
berkeluarga, perbaikan pola asuh, penin gkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan, peningkatan akses air minum dan sanitasi,
keamanan pangan dan bantuan sosial. Jika kedua intervensi ini
dapat dilakukan dengan terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran
maka banyak manfaat yang dapat diperoleh s epanjang kehidupan
manusia. Manfaat yang memberikan dampak positif untuk

menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia.
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Gambar 4.

Kerangka Intevensi Gizi Spesifik dan Sensitif

dalam Penanggulangan  Stunting
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Sumber: The Lancet, 2013

Dalam kerangka memperkuat tergapainya kelompok sasaran secara
terintegrasi dan tepat waktu maka dalam rumusan program dan
kegiatan, dilakukan pemetaan terhadap intervensi yang menyasar
dari prekonsepsi sampai bayi dibawah usia 59 bulan. Gambar
menggamb arkan beberapa intervensi gizi spesifik dan sensitif sesuai
dengan kelompok sasaran yang berdampak pada penurunan

Stunting dan penurunan kesakitan dan kematian ibu dan anak.

Gambar 5.
Kerangka Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif
berdasarkan Kelompok S asaran
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Sumber: Bhutta, dkk. 2013
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Fokus intervensi gizi spesifik dan intervensi akan dilakukan pada
masa inkubasi terjadinya kasus Stunting , dengan melakukan
refokusing intervensi gizi secara terpadu dan terintegrasi maka
diharapkan kejadian kasus Stunting dapat di cegah secara dini dan

simultan.

Gambar 6.
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= Nutrisi vitamin Baduta/Balita
bumil = PMT bagi kasus stunting
* KIE: Perencanaan = Bantuan bagi keluarga
kespro KB, PP dan Kespro resiko tinggi stunting

= 3 bulan sebelum
menikah

* Skrining dan
pembekalan

Sanitasi

Air bersih
INKUBASI

- P
\ EKOSISTEM ‘=’ /

Pendekatan Multisektor dan Multipihak

Melihat kebutuhan dalam mengintegrasikan intervensi spesifik dan

sensitif secara terintegrasi yang tepat waktu dan tepat sasaran,

maka kolaborasi dalam kerangka pelaksanaan Rencana AKksi

Nasional Percepatan Penurunan Stunting sedikitnya melibatkan

beberapa kementerian/lembaga sebagai berikut:

a. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,;

b. Kementerian Keuangan;

c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

d. Kementerian Dalam Negeri;

e. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Trans migrasi;

f. Kementerian Kesehatan;
Kementerian Sosial;

h.  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

I. Kementerian Agama,

J- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi ;

k. Kementerian Pertanian;
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l. Kementerian Komunikasi dan Informatika;

m. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

n. Badan Riset, Inovasi Nasional ;

0. Badan Pusat Statistik ; dan

p. Sekertariat TNP2AK/Sekertariat Wakil Presiden

Gambar 7.

Keterlibatan Multisektor dan Multipihak

Koordinasi dan kolaborasip  ada level kementerian dan lembaga juga
harus diikuti dengan kolaborasi pada level pemerintah daerah dan
pemerintah desa, hal ini penting untuk dilakukan mengingat sistem
perencanaan pembangunan dan sistem pemerintahan yang sudah
sangat terdesentralisasi hi ngga ke level desa. Koordinasi ini harus
dilakukan dari mulai fase perencanaan sampai dengan evaluasi
hasil implementasinya pada level pendampingan keluarga berisiko
Stunting yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga.

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia
usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi
profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, media massa
dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat
dalam pelaksanaan rencana aksi percepatan penurunan Stunting
baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap

evaluasi, sesuai dengan peraturan perundang -undangan.

Pendekatan Berbasis Keluarga Berisiko
Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penuru  nan
Stunting memiliki tantangan yang cukup berat, mengingat sisa

waktu pelaksanaan yang relatif pendek dan target prevalensi



